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KATA PENGANTAR 
 

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini 
kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang 
berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan 
dengannya.  
 
Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW. 
 
 
 

Hormat kami 
 

Tim penyusun 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR ISI 

 

 

 

No Media Tanggal News Title Resume 

1 
Bisnis 
Indonesia 
Halaman 20 

Selasa, 26 
Febuary 2020 

Properti Dituding 
Biang Keladi 

Pembangunan properti yang tidak sesuai dengan 
peruntukannya dinilai menjadi salah satu biang 
keladi banjir yang kembali melanda Jakarta. 
Terlebih, pada Selasa (25/2) sejumlah warga yang 
tinggal di luar kawasan hunian Jakarta Garden City di 
Cakung, Jakarta Timur, menggeruduk Aeon Mall 
yang berada di dalam kawasan tersebut. Warga 
menduga bahwa banjir yang melanda di kawasan itu 
akibat dari pembangunan mal dan hunian Jakarta 
Garden City. Pengamat tata kota dari Universitas 
Trisakti Nirwono Joga mengatakan bahwa penyebab 
banjir di Jakarta bisa saja akibat pembangunan 
properti, tetapi hal itu tidak bisa dipukul rata. 
 

2 
Bisnis 
Indonesia 
Halaman 4 

Selasa, 26 
Febuary 2020 

Kebutuhan Dana 
Membengkak 

Kebutuhan dana untuk merealisasikan proyek dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) 2020-2024 membengkak. Dalam Perpres 
No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024, pemerintah 
membutuhkan dana sebesar Rp6.555 triliun. Jumlah 
dana itu naik dibandingkan dengan RPJMN 2014-
2019 yang senilai Rp5.519 trliliun.Padalah, pada 
akhir 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
memprediksikan kebutuhan RPJMN 2020-2024 
mencapai Rp6.421 triliun. “Total dana yang 
dibutuhkan untuk pembangunan proyek prioritas 
strategis nasional [major project] sebesar Rp6.555 
triliun. Dana tersebut untuk membangun 1.592 
proyek,” kata Deputi Bidang Pendanaan 
Pembangunan dari kementerian PPN/Bappenas 
Leonard Tampubolon, Senin (24/2). 
 

3 
Tempo 
Halaman 3 

Selasa, 26 
Febuary 2020 

Banjir dan Solusi 
Tak 
Berkesudahan  

Belum genap 2 bulan berjalan, pada tahun ini banjir 
sudah tiga kali menghantam sebagian besar wilayah 
Jakarta dan sekitarnya. Teranyar, banjir kembali 
melanda disebabkan curah hujan lebat hingga 
ekstrem yang terjadi pada Senin (24/2) pukul 07.00 
WIB sampai dengan Selasa (25/2) pukul 07.00 
WIB.Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menunturkan 
telah menggelar tender pengadaan pompa di daerah 
Sentiong dan Ancol. Basuki juga memastikan 
penanggulangan dampak banjir Jakarta dan 
pencegahannya akan dikerjakan semua pihak 
terkait, yakni pemerintah pusat dan pemerintah 
provinsi. Sementara itu, DIrektur Jenderal 
Perdagangan Dalam Negeri Suhanto menyatakan 
perlu pengawasan yang ketat terkait ketersediaan 



stok dan pasokan pangan. Hal tersebut untuk 
mengantisipasi gangguan transportasi dan logistik 
kala terjadi banjir. Banjir memang bisa menghantam 
dan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian. 
Mencari solosi pun tak semudah menunjuk kambing 
hitam. Sekarang, yang paling penting, kesiapan dan 
respons menghadapinya. 
 

4 
Tempo 
Halaman 3 

Selasa, 26 
Febuary 2020 

Bah Melimpas 
Lebih Luas 

Ini kali pertama Kawasan di Kecamatan Tanjung 
Priok, Jakarta Utara, itu terendam banjir. Bahkan, 
saat sebagian Jakarta terendam banjir besar 1 
Januari lalu, daerah Mandor Iren relatif kering. “Kali 
ini semua kena,” kata Borgias Da Silva, 34 tahun, 
warga RT 001 RW 09 Sunter Jaya.Arsitek dari Institut 
Teknologi Bandung, Yu Sing, mengatakan kunci 
penanggulangan banjir Jakarta adalah penegakan 
tata ruang untuk resapan banjir. Dia menyebut 
sederet program besar, termasuk normalisasi 
Ciliwung serta pembangunan waduk di kawasan 
hulu yang digarap pemerintah pusat, tidak akan 
mempan tanpa perbaikan sistem penyerapan 
hujan.Yu Sing mengatakan tanah Betawi telah jadi 
langganan banjir sejak zaman Gubernur Jenderal 
Belanda, Jan Pieterszoon Coen, berkuasa. Padahal, 
dia melanjutkan,Jakarta, yang saat itu bernama 
Batavia, memiliki RTH dan ruang terbuka biru-
berupa situ dan sebagainya-mencapai 80 persen. 
Angka itu menciut menjadi kurang 10 persen saat 
ini. “Mal-mal dibangun di daerah resapan dengan 
bangunan tinggi dan punya banyak basement,”kata 
dia. “Tak heran muncul kawasan banjir baru.” 
Bertubi-tubi terhantam banjir, pemerintah DKI 
memangkas dana RTH dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah 2020 sebesar Rp 300 miliar. 
Padahal jumlah ruang hijau milik pemerintah Jakarta 
baru 9,9 persen, atau paling mentok 14,7 persen jika 
ditambah milik swata. Hal itu tak sejalan dengan 
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Perencanaan Ruang, yang mewajibkan DKI minimal 
memiliki ruang sebesar 30 persen dari total 661,5 
kilometer persegi wilayahnya. 
 

5 
Tempo 
Halaman 7 

Selasa, 26 
Febuary 2020 

Pemerintah 
Integrasikan 
Penanganan 
Papua 

Jaleswari (Deputi V Kantor Staf Presiden) 
mengatakan selama ini upaya pemerintah 
menangani berbagai persoalan di Papua belum 
terintegrasi. Dia mencontohkan, Kementerian 
Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hanya 
menangani masalah keamanan. Sedangkan Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional hanya 
mencakup kesejahteraan masyarakat. Begitu pun 
dengan kementerian dan Lembaga lainnya.Ia 
mengatakan semua pembangunan maupun 
penanganan hak asasi manusia harus dilakukan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

secara terpadu. Pemerintah juga telah menggelar 
rapat Desk Papua Terpadu yang melibatkan 
sejumlah kementerian dan Lembaga negara. Dalam 
rapat itu juga disinggung mengenai penanganan 
pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Menteri 
Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud 
Md. mengatakan rencana penyatuan desk itu akan 
diakomodasi dengan menerbitkan Instruksi Presiden 
tentang Percepatan Pembangunan Papua dan Papua 
Barat,” katanya. Mahfud memberi contoh jika 
Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan, 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat wajib membangun jalan raya. PT Pertamina 
juga harus membangun tempat pengisian bahan 
bakar kendaraan, Kemenko polhukam harus 
menjamin keamanannya, dan seterusnya. “Itu yang 
Namanya holistik. Kalau sendiri-sendiri itu kadang 
kala hilang.”  



Judul 
Properti Dituding Biang 
Keladi 

Tanggal Selasa, 26 Febuary 2020 

Media Bisnis Indonesia Halaman 20 

Resume 

Pembangunan properti yang tidak sesuai dengan peruntukannya dinilai menjadi salah 
satu biang keladi banjir yang kembali melanda Jakarta. Terlebih, pada Selasa (25/2) 
sejumlah warga yang tinggal di luar kawasan hunian Jakarta Garden City di Cakung, 
Jakarta Timur, menggeruduk Aeon Mall yang berada di dalam kawasan tersebut. Warga 
menduga bahwa banjir yang melanda di kawasan itu akibat dari pembangunan mal dan 
hunian Jakarta Garden City. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga 
mengatakan bahwa penyebab banjir di Jakarta bisa saja akibat pembangunan properti, 
tetapi hal itu tidak bisa dipukul rata. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Judul 
Kebutuhan Dana 
Membengkak 

Tanggal Selasa, 26 Febuary 2020 

Media Bisnis Indonesia Halaman 4 

Resume 

Kebutuhan dana untuk merealisasikan proyek dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 membengkak. Dalam Perpres No. 18/2020 
tentang RPJMN 2020-2024, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp6.555 triliun. 
Jumlah dana itu naik dibandingkan dengan RPJMN 2014-2019 yang senilai Rp5.519 
trliliun.Padalah, pada akhir 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
memprediksikan kebutuhan RPJMN 2020-2024 mencapai Rp6.421 triliun. “Total dana 
yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek prioritas strategis nasional [major project] 
sebesar Rp6.555 triliun. Dana tersebut untuk membangun 1.592 proyek,” kata Deputi 
Bidang Pendanaan Pembangunan dari kementerian PPN/Bappenas Leonard 
Tampubolon, Senin (24/2).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Judul 
Banjir dan Solusi Tak 
Berkesudahan  

Tanggal Selasa, 26 Febuary 2020 

Media Bisnis Indonesia Halaman 1 

Resume 

Belum genap 2 bulan berjalan, pada tahun ini banjir sudah tiga kali menghantam 
sebagian besar wilayah Jakarta dan sekitarnya. Teranyar, banjir kembali melanda 
disebabkan curah hujan lebat hingga ekstrem yang terjadi pada Senin (24/2) pukul 07.00 
WIB sampai dengan Selasa (25/2) pukul 07.00 WIB.Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menunturkan telah menggelar tender 
pengadaan pompa di daerah Sentiong dan Ancol. Basuki juga memastikan 
penanggulangan dampak banjir Jakarta dan pencegahannya akan dikerjakan semua pihak 
terkait, yakni pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Sementara itu, DIrektur 
Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Suhanto menyatakan perlu pengawasan yang ketat 
terkait ketersediaan stok dan pasokan pangan. Hal tersebut untuk mengantisipasi 
gangguan transportasi dan logistik kala terjadi banjir. Banjir memang bisa menghantam 
dan melumpuhkan sendi-sendi perekonomian. Mencari solosi pun tak semudah 
menunjuk kambing hitam. Sekarang, yang paling penting, kesiapan dan respons 
menghadapinya. 

 
 



 
 

 

 



Judul Bah Melimpas Lebih Luas Tanggal Selasa, 26 Febuary 2020 

Media Tempo Halaman 3 

Resume 

Ini kali pertama Kawasan di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, itu terendam 
banjir. Bahkan, saat sebagian Jakarta terendam banjir besar 1 Januari lalu, daerah 
Mandor Iren relatif kering. “Kali ini semua kena,” kata Borgias Da Silva, 34 tahun, warga 
RT 001 RW 09 Sunter Jaya.Arsitek dari Institut Teknologi Bandung, Yu Sing, mengatakan 
kunci penanggulangan banjir Jakarta adalah penegakan tata ruang untuk resapan banjir. 
Dia menyebut sederet program besar, termasuk normalisasi Ciliwung serta 
pembangunan waduk di kawasan hulu yang digarap pemerintah pusat, tidak akan 
mempan tanpa perbaikan sistem penyerapan hujan.Yu Sing mengatakan tanah Betawi 
telah jadi langganan banjir sejak zaman Gubernur Jenderal Belanda, Jan Pieterszoon 
Coen, berkuasa. Padahal, dia melanjutkan,Jakarta, yang saat itu bernama Batavia, 
memiliki RTH dan ruang terbuka biru-berupa situ dan sebagainya-mencapai 80 persen. 
Angka itu menciut menjadi kurang 10 persen saat ini. “Mal-mal dibangun di daerah 
resapan dengan bangunan tinggi dan punya banyak basement,”kata dia. “Tak heran 
muncul kawasan banjir baru.” Bertubi-tubi terhantam banjir, pemerintah DKI 
memangkas dana RTH dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020 sebesar Rp 
300 miliar. Padahal jumlah ruang hijau milik pemerintah Jakarta baru 9,9 persen, atau 
paling mentok 14,7 persen jika ditambah milik swata. Hal itu tak sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Ruang, yang mewajibkan DKI 
minimal memiliki ruang sebesar 30 persen dari total 661,5 kilometer persegi wilayahnya. 

 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judul 
Pemerintah Integrasikan 
Penanganan Papua 

Tanggal Selasa, 26 Febuary 2020 

Media Tempo Halaman 7 

Resume 

Jaleswari (Deputi V Kantor Staf Presiden) mengatakan selama ini upaya pemerintah 
menangani berbagai persoalan di Papua belum terintegrasi. Dia mencontohkan, 
Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan hanya menangani masalah 
keamanan. Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hanya mencakup 
kesejahteraan masyarakat. Begitu pun dengan kementerian dan Lembaga lainnya.Ia 
mengatakan semua pembangunan maupun penanganan hak asasi manusia harus 
dilakukan secara terpadu. Pemerintah juga telah menggelar rapat Desk Papua Terpadu 
yang melibatkan sejumlah kementerian dan Lembaga negara. Dalam rapat itu juga 
disinggung mengenai penanganan pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Menteri 
Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. mengatakan rencana 
penyatuan desk itu akan diakomodasi dengan menerbitkan Instruksi Presiden tentang 
Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat,” katanya. Mahfud memberi contoh 
jika Kementerian Perhubungan membangun pelabuhan, Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat wajib membangun jalan raya. PT Pertamina juga harus 
membangun tempat pengisian bahan bakar kendaraan, Kemenko polhukam harus 
menjamin keamanannya, dan seterusnya. “Itu yang Namanya holistik. Kalau sendiri-
sendiri itu kadang kala hilang.”  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


